PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TU
DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKU
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BUPATI WONOGI
PROVINSI JAWA TEI

PERATURAN BUPATI W
NOMOR 32 TAHUN

TENTANG

KABUPATEN WON(
DENGAN RAHMAT TUHAN YA

BUPATI WONOGI

bahwa untuk melaksanakar]

Peraturan Pemerintah Nomj
Perubahan Ketiga atas Per
Tahun 2016
Tunjangan Ketiga Belas kepa:
Tentara Nasional

tentang Pen

Indonesid
Republik Indonesia, Pejabat
atau Tunjangan jo Pasal 10
Nomor 36 Tahun 2019 tenta
Hari Raya yang bersumber
Belanja Daerah perlu meneta

tentang Petunjuk Teknis Pem

RI
NGAH

DNOGIRI

2019

NJANGAN HARI RAYA
NGAN PEMERINTAHAN
DGIRI

NG MAHA ESA

RI,

ketentuan Pasal 10 ayat (2)
or 35 Tahun 2019 tentang .
aturan Pemerintah Nomor 19
berian Gaji, Pensiun, atau |
la Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
, Anggota Kepolisian Negara
Negara, dan Penerima Pensiun
ayat (2) Peraturan Pemerintah
ng Teknis Pemberian Tunjangan
dari Anggaran Pendapatan dan
bkan Peraturan Bupati Wonogiri

perian Tunjangan Hari Raya dan

Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Wonogiri;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomorj

Pembentukan Daerah-

‘Undang Dasar Negara Republik

13 Tahun 1950 tentang

daerah Kabupaten Dalam

£




Lingkungan Provinsi Dj

Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor
Keuangan Negara (Lemb
Tahun 2003 Nomor 47,

Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor

Perbendaharaan Negara

(
1950 Nomor 42);

17 Tahun 2003

an Negara Republik Indonesia

awa Tengah Berita Negara

tentang

Tambahan Lembaran Negara
4286);

1 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik

tentang

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesi
Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peraturan |
Negara Republik Indon
Tambahan Lembaran Ne
5234);
Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah

h Nomor 4355);

12 Tahun 2011 tentang

esia  Tahun 2011 Nomor 82,

23 Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Npmor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indone
telah diubah beberapa
Undang Nomor 9 Tahun

Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2015 1
Negara Republik Indones

sia Nomor 5587) sebagaimana
kali terakhir dengan Undang-

(Lembaran Negara Republik

Nomor 58, Tambahan Lembaran
a Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah

Pemberian Gaji, Pensiu
kepada Pegawai Negeri
Indonesia, Anggota Kepol
Pejabat Negara dan Per
(Lembaran Negara Repuli
115, Tambahan Lemba|

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terahir dengan Peratura

Iomor 19 Tahun 2016 tentang

, atau Tunjangan Ketiga Belas

Sipil, Prajurit Tentara Nasional
isian Negara Republik Indonesia,
lerima Pensiun atau Tunjangan
lik Indonesia Tahun 2016 Nomor

|
ran Negara Republik Indonesia |

n Pemerintah Nomor 35 Tahuni

2019
Pemerintah Nomor 19

Gaji, Pensiun, atau T

tentang PerubI‘han

unjangan Ketiga Belas kepada

Ketiga atas Peraturan

ahun 2016 tentang Pemberian:

2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Mornor 23 Tahun 2014 tentang

Perundang-undangan (Lembaran |

para Republik Indonesia Nomor |




10.

Ll:

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indongsia Tahun 2019 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6348);

Peraturan Pemerintah Npmor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan | Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahyn 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Npmor 36 Tahun 2019 tentang

Pemberian Tunjangan H4ri Raya Kepada Pegawai Negeri |

Sipil, Prajurit Tentara | Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6349);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 '

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedup Atas Peraturan Menteri Dalam |
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman '

Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Ngmor 360);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indongsia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diulhah dengan Peraturan Menteri |

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan |

atas Peraturan Menteri |Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ‘

2015 tentang Pembentjukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik] Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);




Menetapkan

MEMUTUSKAN |:

DAN GAJI KETIGA BELAS DI
KABUPATEN WONOGIRI.

BAB |

PETUNJUK TEKNIS PEMBE[LIAN TUNJANGAN HARI RAYA

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud det

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggai
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilaf
otonomi dan tugas pembantuan dengan
dalam
sebagaimana dimaksud dalam Undang-U
Indonesia Tahun 1945.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disit

sistem dan prinsip Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

Kesatuan Republik

ngan;

prinsip otonomi seluas-luasnya
Indonesia

ndang Dasar Negara Republik

ngkat PNS adalah warga negara
diangkat sebagai Aparatur Sipil

Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina [Kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bu

pati.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat
Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yaxr
wakil ketua DPRD Kabupaten Wonogiri ses

perundang-undangan.

bn Wonogiri.

faan urusan pemerintahan oleh

n Rakyat Daerah menurut asas

)lg memegang jabatan ketua dan

1ai dengan ketentuan peraturan |

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota |

DPRD Kabupaten Wonogiri sesuai dengan
undangan.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
Tunjangan adalah pembayaran yang dil
karyawan yang dibayarkan bersamaan den

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan

fetentuan peraturan perundang-

hkukan secara teratur kepada

ban gaji.

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian ker

perundang-undangan.

a, kesepakatan atau peraturan

dinyatakan dalam bentuk uang




11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya

disingkat SPM adalah dokumen

yang diterbitkan oleh pengguna Anggafan/Kuasa Penggua Anggaran

(PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk

bersumber dari Daftar Pelaksanaan Angg

yang dipersamakan;

untuk mencairkan dana yang

aran (DPA) atau dokumen lain

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

3)

surat perintah yang diterbitkan oleh Badarn Pengelolaan Keuangan Daerah

(BPKD) selaku Bendahara Umum Daerah yntuk pelaksanaan pengeluaran

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belahja Daerah (APBD) berdasarkan

SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN

HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggpta DPRD diberikan Tunjangan

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

PNS sebagaimana pada ayat (1) termasuk (alon PNS.

PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak

termasuk PNS yang sedang

menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi

pemerintah Daerah.

Pasal 3
Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat
DPRD sebagaimana dimaksud dalam P

Negara, Pimpinan dan Anggota

hsal 2 ayat (1) yaitu sebesar

penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bullan sebelum Hari Raya.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan

Hari Raya sebagaimana dimaksud pada aypt (1) belum dibayarkan sebesar

pengahasilan yang seharusnya diterima kiarena berubahnya penghasilan,

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan

Hari Raya.
Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negar

diberikan sebesar penghasilan pada bulan

Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sgbagaimana dimaksud pada ayat .

(3) belum dibayarkan sebesar penghasi

karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan

h, Pimpinan dan Anggota DPRD

Juni.

lan yang seharusnya diterima

tetap

diberikan selisih kekurangsn penghasilan lFetiga belas.

5




(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM ¢
dan Gaji

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) diberikan

bagi PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dah Anggota DPRD meliputi gaji

pokok, uang representasi, tunjangan kel

tunjangan umum.

arga, tunjangan jabatan atau

Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sgbagaimana dimaksud pada ayat

(4) belum dibayarkan sebesar penghasi

an yang seharusnya diterima

karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap

diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4
Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat
DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepul
Hari Raya.

Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagai

belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari |

Hari Raya.

Gaji ketiga belas untuk PNS, Pejabat Negar

dibayarkan pada bulan Juli.

Pasal 5

ketiga belas dilakukan sesuai

undangan yang berlaku.

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

mana dimaksud pada ayat (1)

Raya dibayarkan setelah tanggal

lan SP2D Tunjangan Hari Raya

dengan peraturan perundang-

lan Gaji ketiga belas bersumber

=

Negara, Pimpinan dan Anggota
1h) hari kerja sebelum tanggal '

a, Pimpinan dan Anggota DPRD |




BAB V
KETENTUAN LAIN-

Pasal 7
(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud
diberikan tambahan penghasilan berdasa
diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wong

LAIN

dalam Pasal 3 ayat (5) bagi PNS
rkan beban kerja sebagaimana
Nomor 84 Tahun 2013 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS Berdasarkan Beban Kerja Di

giri sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogir]

| Nomor 84 Tahun 2013 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS Berdasarkan Beban Kerja Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonog;i
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pa

penghasilan sesuai dengan ketentuan pera

BAB VI
KETENTUAN PENU

Pasal 8

ri.
da ayat (1) dikenakan pajak

'uran perundang-undangan.

TUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintg

Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 22 .ei 2019

7

lhkan pengundangan Peraturan |

ta Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
.. pada tanggal 22 Mei 2019

{UN 2019 NOMOR 32




